
 
 
 

 
 
 
 

WALIKOTA JAMBI 
PROVINSI JAMBI 

 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI 
 

NOMOR        TAHUN  2023 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA JAMBI, 

 
Menimbang  : 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mengingat    : 
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: 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2023.  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Jambi Nomor  7  Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 
Anggaran 2023 

 
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 
 



 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

 
 
 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 57); 

16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

525); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

 



 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 972). 

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA JAMBI 

Dan 

WALIKOTA JAMBI 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang 
dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan 
kewajiban Daerah tersebut; 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan Keuangan Daerah; 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapka Perkada; 

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah; 

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah; 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

tahun anggaran berkenaan; 

7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan 
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 

 

 



8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun 

non fisik yang merupakan urusan Daerah; 

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan 

Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; 

11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya; 

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 

sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

 
Pasal 2 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 
Rp1.744.554.257.075,- bertambah sebesar Rp 94.398.750.458,- sehingga 
menjadi Rp1.838.953.007.533,- dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Pendapatan Daerah; 

a) Semula       Rp  1.692.554.257.075,- 
b) Bertambah      Rp       38.356.007.891,- 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubaha  Rp1.730.910.264.966,- 

 
2. Belanja Daerah; 

a) Semula       Rp  1.744.554.257.075,- 
b)  Bertambah      Rp       94.398.750.458,- 

        Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp  1.838.953.007.533,- 

 
 

3. Pembiayaan Daerah; 

1) Penerimaan Pembiayaan; 
a) Semula      Rp     132.000.000.000,- 

b) Bertambah      Rp       56.042.742.567,- 
               Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah  
               Perubahan       Rp     188.042.742.567,- 

 
2) Pengeluaran Pembiayaan; 

a) Semula      Rp       80.000.000.000,- 

b) Bertambah/(berkurang)    Rp    00,- 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah   

      Perubahan      Rp       80.000.000.000,- 
 

      Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan  Rp     108.042.742.567,- 

 
     Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah 

     Perubahan       Rp                           00,- 



 
Pasal 3 

 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
bersumber dari : 

a) Pendapatan Asli Daerah; 

1) Semula       Rp      515.337.970.969,- 
2) Bertambah      Rp        25.750.000.000,- 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah 
Perubahan       Rp      541.087.970.969,- 

 

b) Pendapatan Transfer; 
1) Semula       Rp   1.177.216.286.106,- 
2) Bertambah      Rp        12.606.007.891,- 

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp   1.189.822.293.997,- 
 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 
1) Semula               Rp                            00,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,- 

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
Setelah perubahan     Rp                            00,- 

 
Pasal 4 

 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersumber dari : 
a. Pajak Daerah; 

1) Semula      Rp      355.000.000.000,- 
2) Bertambah      Rp        15.000.000.000,- 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp      370.000.000.000,- 
 

b. Retribusi daerah; 

1) Semula      Rp        56.226.320.000,- 
2) Bertambah      Rp             750.000.000,- 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp        56.976.320.000,- 
 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; 
1) Semula       Rp        10.000.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,- 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah 
setelah perubahan     Rp        10.000.000.000,- 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 

1) Semula      Rp        94.111.650.969,- 

2) Bertambah      Rp        10.000.000.000,- 
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang  
sah setelah perubahan    Rp      104.111.650.969,-

  
   

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
bersumber dari : 
a. Transfer Pemerintah Pusat 

1) Semula      Rp   1.032.564.721.000,- 
2) Berkurang      Rp          6.658.242.453,- 

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah 
Perubahan      Rp   1.025.906.478.547,- 
 



b. Transfer Antar Daerah 
1) Semula      Rp     144.651.565.106,- 
2) Bertambah      Rp       19.264.250.344,- 

Jumlah transfer antar daerah setelah  
Perubahan       Rp     163.915.815.450,- 

 

 
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b, bersumber dari : 
a. Pendapatan hibah 

1) Semula       Rp                            00,- 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp     00,- 
Jumlah hibah setelah perubahan   Rp                            00,- 

 

 
Pasal 5 

 
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas : 
a. Belanja Operasi ; 

1) Semula        Rp   1.296.448.268.578,- 
2) Bertambah      Rp        73.168.514.680,- 

Jumlah belanja operasi setelah Perubahan  Rp   1.369.616.783.258,- 
 

b. Belanja Modal ; 

1) Semula       Rp      437.295.859.116,- 
2) Bertambah      Rp        23.360.343.645,- 
Jumlah belanja modal setalah perubahan  Rp      460.656.202.761,- 

 
c. Belanja Tidak Terduga ; 

1) Semula       Rp        10.810.129.381,- 
2) Bertambah      Rp          2.130.107.867,- 
Jumlah belanja tidak terduga setelah 

Perubahan        Rp          8.680.021.514,- 
 

Pasal 6 
 

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 

atas : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula      Rp      695.822.742.692,- 

2) Bertambah      Rp          3.519.793.731,- 
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp      699.342.536.423,- 

 
b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula      Rp      537.813.005.876,- 

2) Bertambah      Rp        67.911.034.129,- 
Jumlah belanja barang dan jasa setelah   
Perubahan       Rp      605.724.040.005,- 

 
c. Belanja Bunga 

1) Semula      Rp         5.000.000.000,- 
2) Berkurang      Rp         4.000.000.000,- 
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp         1.000.000.000,- 

 
d. Belanja Subsidi 

1) Semula      Rp             522.400.000,- 
2) Bertambah      Rp          1.119.800.000,- 
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp          1.642.200.000,- 



 
e. Belanja Hibah 

1) Semula      Rp        52.604.066.510,- 

2) Bertambah      Rp          3.145.932.320,- 
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp        55.749.998.830,- 

 

f. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula      Rp          4.686.053.500,- 

2) Bertambah      Rp          1.471.954.500,- 
Jumlah belanja bantuan sosial  setelah  
Perubahan      Rp          6.158.008.000,- 

 
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas : 

a. Belanja Modal Tanah 

1) Semula      Rp          7.220.000.058,- 
2) Berkurang      Rp             892.388.415,- 

Jumlah belanja modal tanah setelah   
Perubahan      Rp          6.327.611.643,- 
 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
1) Semula      Rp      105.807.102.508,- 

2) Bertambah      Rp        10.774.073.059,- 
Jumlah belanja modal peralatan setelah 
Perubahan      Rp      116.581.175.567,- 

 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1) Semula      Rp      185.067.699.227,- 

2) Bertambah      Rp          2.219.759.008,- 
Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan 

setelah perubahan     Rp      187.287.458.235,- 
 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

1) Semula      Rp      127.480.807.052,- 
2) Bertambah      Rp          8.799.291.243,- 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan  
Irigasi setelah perubahan    Rp      136.280.098.295,- 
 

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya 
1) Semula      Rp        11.720.250.271,- 
2) Bertambah      Rp          2.459.608.750,- 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya 
setelah perubahan     Rp        14.179.859.021,-    

 
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, 

terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu : 

1) Semula       Rp        10.810.129.381,- 
2) Berkurang      Rp          2.130.107.867,- 
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahanRp          8.680.021.514,- 

 
 

Pasal 7 

 
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 
atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Semula       Rp      132.000.000.000,- 

2) Bertambah       Rp        56.042.742.567,- 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
Perubahan       Rp      188.042.742.567,- 



 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula               Rp        80.000.000.000,- 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp                            00,- 
Jumlah penerimaan pinjaman daerah 
setelah perubahan      Rp.       80.000.000.000,- 

 
 

Pasal 8 
 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 

terdiri atas : 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula       Rp      132.000.000.000,- 

2) Bertambah      Rp        56.042.742.567,- 
Jumlah sisa  lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya setelah perubahan   Rp      188.042.742.567,- 
 

b. Penerimaan pinjaman daerah 

1) Semula       Rp                           00,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                           00,- 

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah 
perubahan       Rp                           00,- 
 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 
terdiri  atas : 
a. Penyertaan modal daerah 

1) Semula       Rp        10.000.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,- 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah 
perubahan       Rp        10.000.000.000,- 

 

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 
1) Semula       Rp        70.000.000.000,- 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp                            00,- 
Jumlah penyertaan modal daerah setelah  
perubahan       Rp        70.000.000.000,- 

 
Pasal 9 

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan 
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang 
selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023. 
 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya  belum tersedia salam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 



c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarkat. 

 
Pasal 10 

 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi ini terdiri dari: 

 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

                        Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

2. Lampiarn II Ringkasan Perubahan  APBD  yang  diklasifikasi  menurut 

                       Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta 
Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 
 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah  Untuk  Keselarasan   
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

 
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

 
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan 

                       RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan 

                       APBD; 
 

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
                       Jabatan; 
 

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan  
Dengan Peraturan Daerah; dan 

 
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

 

 
Pasal 11 

 
Walikota Jambi menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 
 

 
 

 



 
Pasal 12 

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Jambi dengan penempatannya dalam berita daerah. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR  

Ditetapkan di Jambi 

Pada tanggal,      SEPTEMBER 2023 
 

 WALIKOTA JAMBI, 

 
 

 
 
   SYARIF FASHA 

Diundangkan di Jambi 
Pada tanggal,      SEPTEMBER 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI, 
 

 
 

A. RIDWAN 

 

 


